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SURIT PERItrIU'HN PEilIBERItril BtrNTUEXY
DtrTtr TI.SKtrSI KHUSUS rISIII

XEEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDTING DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIJI}I MENENGAH PERTAII{A (DAK REGULER 2O2O)

Antara

EI{ERI}IIAH IIAERAH I(AHIPATEH E$SIR SEI.ATAII

dengan

IGPAI.I SEIMI.AH SilHI TUIIEEO SARI BAEAilN

Nomor : 3r /rVlSARpRAS/DAKpSMp/SrtltK/DpK-pS IZA2O
Tanggal : O2ApRIL202O

M hari ini Kamis tanggal Duabulan Aprittahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di
Mrini:

L l{ama : ELIDARTITM,pd

L Jabatan : Kuasa pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

3. Alamat : Jl. H. Agus Satim - painan

E":rdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Q. pemerintah Kabupaten pesisir selatan
sE*arrirErla disebut ZIHAK ilERTAMA"

L tlama : YONPRTMAI, S.p{M.pd
a la,babn : Kepala UpT SMPN 7 Unggo Sari BaganU
r Aknat : Muaro Gadang Airtaji

ffik dan aias nama jabatan tersebut diatas berdasarlon surat Keputusan Bupati pesisir setatan No.
@ufJ76lBt@sDM-2019 Tanggal 30 Desember 2019 png setanjutnya dtsebut pil{AK KEDy A.
tl[lAx PERTAMA dan PrHltK KEDUA secan bersama terlebih dahulu menjetaskan dan menyadari
ryrrr4la hal-hal sebagai berikut :

L Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2(D3 antara lain mengamanatkan :
> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Penrerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kerntdahan serta menjamin tersetenggarlnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negan tanpa diskriminasi;



l3
t

I,le,nor SPPB
Tmgga!

: SUWTSARPMS/DAKPSMPFyVK/oeK-?S^a|
: U2AVril2U20

> Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendi6ikan
sesuai dengan perttrmbuhan dan perkembangan potensi fisilg kecerdasan intetekual, sosial,
erncional, dan kejiwaan peserta didik;

> Pasal 46 ayat (1) : PeManaan pendidikan menjadi bnggungiawab bersama anbra pemerintah,

Fsnerintah daerah dan masyarakag

> Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggEEin pendldikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiabn peningkabn prcsanna pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerinhh berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
rndakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkabn akes bagi masyarakat terhaclap
pendi'dilon yang lebih berkualihs dengan mengalokasikan Dana Atokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

*bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan seuap satuan pendidikan mennitiki sarana prasa!,aila pendidikan untuk
nrenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berketanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 201g Tanggal 30 Desember 201g
EntarE Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
penirgkabn prcsarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah seca' swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

Batfrva Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik BUang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

HnE untuk peningkatan pftFarana pendidikan disediakan angga6n metalui Dokumen
&naan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Cefutg dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekoiah Menengah pertama (DAK Reguler ZOZO);

rb Li nrrrlabkan telah setuju dan sepakat untuk mengil@t diri datam suatu perjanjian pemberian

h Ena Alo*asi Khusus (DAK) B'rhng PeMidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
Ar $qr* seperti dalam pasaFaasal di bawah ini :

4.

hmO*r Pabt*mfutwt
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"r,*,:"ffrrrjr"n
e=rtsqfan ini sebaqBi baglan dari pelaksanaan progftrm DAK Fisik rahun Anggaran 2020 climaksudkan
lm* mendanai kegiatan pernbangunan/rehabilitasi pmsarana pendidikan pada jenjang sekolatr Menengah
Rrrna dengan hrjuan sebagai upaya pemenuhan pftNarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
ptddikan' Pihak Kdua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
ffir suta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

klrgian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang pendidikan

rydesaikan pekerjaan pembangunan/rehabiritasi prasarana

Hn*i yang meliputi :

' L Pembangunan Jamban Siswa/Guru,

Tahun Anggamn 2020 digunakan untuk

pendidikan pada SMpI{ I Linggo Sari

Pasal B

Jangka Waktu pelaksanaan

L SrBka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adatah 120 (seratus rlua putuh) hari
kalerder teriritung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendldilon Tahun Anggaran 2o2o di
rekanirg PIHAK XEDUA.

z PrHAK KEDUA akan mulai melatcsanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalarn pasat 2 pating
bmbat 14 (empat betas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
krdidikan Tahun Anggaran zozo darekening prHAK rcDUA.

3' kbksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
7n.r0.

Pasal 4
pri nsip prinsippekerjaa n

hind>ginsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perdidikan Tahun Anggaran 2020 neliputi :
L khksanaan dikerjakan dengan mekanisrne swakelola,
z Rnenpan asas efektifihs, etrsiensi, transparansidan akuntabiritas,
3' kn$frr*an partisipasi masyarakat datam pengeroraan kegiatan,
t optinaki kuaritas pekerjaan dengan barang yarg dihasirkan,

fU;Aa penbr,otBmfrnn
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHITK PERTAI,IA :

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidilon
nrelalui safuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertjmbangkan jangka waktu pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap petaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan.

d) Melakanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

?. PIHIIK KEDUA:

a) Bertanggung jawab muttak terhadap pelat<sanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2s) ditingkat Satuan pendidikan (Sekotah).
c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

DEDTTMi! La\ a 6arl6.

d) Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PERTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

Fehhanaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasa!3 memperhatikan ha!-halsebagai berikut :
a' PIHAK KEDUA dalam metaksanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekolah, komite dan maryarakat

sebagai bagian integrat manajemen berbasis sekotah,
h' PrH'tK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus seuai dengan petunjuk Teknis

fui ktunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
c" PIHAI( KEDUA membuat laporan secam berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

repaAa PIHIIK PERTAHA,

d' PrllAl( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK pERTAt A dokumentasi pekefiaan,
bporan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada bhapan pencairan dana,

e' PDiAI( IGDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pergeluaran dalam buku kas serta
Fbporan ketnngan dari hasil pekerjaan,

f' PIH^I( IGDUA berkeuraiiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pehksarnan pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faKur paiak sesuai dengan peraturan
ErrdangHlndangan,

. !trtrry,i* Pembrian Batuan



NomorSPPB
Torggal

: 31/tVtSAWMS/DAKpSMpfiVVt</OpK-pSp.U2O
: A2April2U20

i" PIHAI( XEDUA berkewajiban melakukan semh terima hasil pekerjaan dengan pIHAK pERTAI1A yang
.fhlaryhn dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

' P$IAI( IGDUA wajab menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Anggann 2020,

L PIHI( XEDUA bertanggung jawab penuh tertradap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik gidang

Ferdidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAITIA,

Pasal 7
pengawasan dan pemeriksaan

a' Dahm pengawasan/pemeriksaan dan pengendatian pekerjaan, PIHAK pERTAtrlA dibantu oleh tenaga
:=ilftator yang merupakan unsur individu yang ahri dibidangnya,

- ilrHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menotak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
hdenhnn pela ksanaa nnya,

Pasal 8

Junnlah Dana Bantuan

L DAK Frsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan pIHAK PERTABIA kepada PIHAK
reDUA sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) kmbangunan jamban siswa/guru = Rp. 100.000.0C0,_

z kla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
hsd2.

Pasa! 9

knyaluran Dana

[@anmn penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasalS ayat (l) sebagai berikut :

L Tl*Ep I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseturuhan dana s-wakelota setelah perjanjian ini
futdatangani kedua belah pihakbeserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAuA,

z Tdtap rl':45o/o (Empat putuh tima perseratus) dari keseluruhan dana s:wakelola apabi6 pekerjaan telah
numpai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilenglepi dengan dokunentasi dan progress kemaJuan
p&jaan,

3. Tdlap Itr : 30% (tiga puluh

rnpai bobot 65% (enam

hnainn pekerjaan.

perseratus) dari keseluruhan dana srruakelola apabila pekerjaan tehh
puluh lima perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

P*tfurioBottuot
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L= pernbalBran dlsalurkan/transfer ke rekening PIHAK xEDuA dengan rincian sbb :

llnrna Rekening :

fhrnor Rekening : 1902.0210.06928-0
tEna Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal 1O

Fore Majeure

L Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tjdak dapat
&u'ndarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat tertaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
&n, epidemi( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

L 'qFbila terjadi force majeure maka PrHAK XEDUA segen memberitahukan kepada prHAK
lBrAuA secara tertulis selambat-lambaurya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
tsritdinya force majeu:'e dengan dilengkapi bukti tertulis;,ang dikeluarken oleh pihak berwenang.

L Berdasarkan pemberitahuan tertuiis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud datam ayat (2)
Elaka PrHAK PERTAMA akan rnetakukan evaluasi dan t<ajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
atau menolak permotronan dari PIHAK KEDUA tersebut.

t' Apabila pennohonan tertulis cari PrHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dakuka n perubahan perjanj ian seda ngkan perjanjian awat dinyata kan batar.

Pasal 1l
Sisa Dana

L ApaHla PrHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
Qunakan unfuk menambah votume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,L fr slsa dana udak dlgunakan unfuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
ds&rkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12
peltanggungjawaban

?!llAl( xEDUA waiib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
peleritan kepada PIHAK PERTAMA.

IIHAI( IGDUA wajib membuat dan menyenahkan kepada prHltK PERTAI|A dokumentasi kegiatan
M kdengkapan adminisfiasi rainnya pada tahapan pencairan dana.

Peabrtan Bonnot
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3, Larrt pertarEgungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
,EfTAlllA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pefterhan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Brkti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan buKi
pengelmran lainnya,

c) Bukti setoran pajak,

O Brrkt teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L rEaa dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Ertnn yang berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAMA

"saa sepihak da pat memutuskan/meng hentikan pekerjaan tersebut.

Z knufisan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas malo PIHAK KEDUA wajib

nrEEmbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Snttan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

rHhn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
h[9d Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

tffirei otkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA"
tPT SIIPN 7 Unggo Sari Baganti

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

t-r-ffi
/
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